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BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Korporasi yang mengeksplorasi dan mengeksploitasi SDA di Papua yang
dilakukan oleh PT. Freeport mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM
di Papua. Adapun pelanggaran HAM tersebut adalah Pertama, perusakan
lingkungan yang dilakukan oleh PT. Freeport Indonesia, yang merupakan
salah satu sumber utama dari memburuknya kualitas hidup yang dialami
oleh suku Amungme, Kamoro, Dani, Nduga, Moni, dan Mee. Dimana yang
paling menonjol adalah pencemaran akibat limbah (tailing) yang berkait
erat dengan masalah ekologis. Kedua, pelanggaran hak-hak pekerja,
dimana PT. Freeport melakukan pemecatan secara sepihak/PHK terhadap
pekerja-pekerjanya.

Tanggung jawab korporasi dalam rangka memulihkan dan/atau
mempertanggungjawabkan pelanggaran HAM atas kegiatan eksplorasi dan
eksploitasi di Papua yang dilakukan oleh PT. Freeport, baik tanggung
jawab terhadap masyarakat di Papua (komunitas), tanggung jawab terhadap
lingkungan, maupun tanggung jawab terhadap buruh/pekerja tidak
mencerminkan adanya penghormatan dan perlindungan terhadap HAM
sebagaimana dilansir oleh Lokataru dan WALHI. Namun, meskipun
demikian PT. Freeport telah memiliki AMDAL apabila dilihat dari sisi

tanggung jawab terhadap lingkungan.
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5.2

5.2.1.

5.2.2.

Saran

Bagi perusahaan, kiranya perusahaan melaksanakan komitmennya
untuk memastikan perlakuan dan kondisi kerja yang baik bagi
lingkungan, serta memastikan kondisi kerja yang adil bagi
karyawan/pekerja.

Bagi pemerintah, kiranya pemerintah Indonesia tanggap untuk
melaksanakan kewajibannya, yakni untuk melindungi (to protect),
untuk menghormati (to respect), dan untuk melakukan pemulihan
terhadap hak-hak yang dilanggar oleh perusahaan (the obligation for
remedy).

Bagi perusahaan, bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan
oleh perusahaan adalah yakni (1) adanya mengadakan komitmen
kebijakan (policy commitment) yang mendukung tanggung jawab
menghormati HAM salah satunya komitmen perusahaan untuk
TJSL/CSR; (2) menjalankan uji tuntas HAM (human rights due
diligence) secara terus-menerus untuk mengidentifikasi, mencegah,
mitigasi dan menghitung dampak HAM; (3) memiliki proses-proses
yang memungkinkan remediasi (remediation) bagi dampak yang
mengurangi HAM atas aktivitas dan kontribusi bisnis mereka.

Bagi pemerintah, kiranya pemerintah Indonesia menyiapkan kebijakan
transisi yang berkeadilan (transitional justice) bagi orang Papua dan
lingkungan hidup. Dalam proses tersebut, maka ada kewajiban
perusahaan yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah pemulihan

lingkungan hidup yang telah dicemari dan dihancurkan, terlebih di
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berbagai negara, pembuangan limbah tailing ke laut.
— Bagi negara dan perusahaan, kiranya untuk seterusnya dapat bekerja
sama dengan masyarakat dan pemerintah daerah untuk menyusun

praktik dan kebijakan soal kegiatan bisnis perusahaan di suatu daerah.
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